 WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT |

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Singkawang;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah = (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011-
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik-
Indonesia Nomor 5234); _

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494); _

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran -

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



Menetapkan

10.

11.

12,

13.

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5347); '

Peraturan. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Sampah  (Lembaran Daerah  Kota
Singkawang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Singkawang 45);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);

Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah
Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1.
2.

w

Daerah adalah Kota Singkawang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang - memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Smgkawang

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Singkawang. _
Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagai
unsur pelaksana urusan pemerintahan lingkungan hidup.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Singkawang.

Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut
Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Singkawang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT -
adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional-
dan/atau kegiatan. teknis penunjang pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Singkawang.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi

di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

11.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelavanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

12. Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional

“yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan

tertentu.
BABII
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPT Pengelolaan
Sampah Kelas A.

BAB II1
KEDUDUKAN
Pasal 3

(1) UPT adalah unsur pelaksana keglatan teknis operas1onal

dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.



(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berkedudukan d1 bawah dan
bertanggungjawab kepada kepala Dinas .

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI -
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
a. Kepala UPT;
-b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Orgamsas1 UPT sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

' BABYV

TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Kepala UPT
Pasal 5

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1}
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional.
dan/atau kegiatan - teknis pemunjang dinas di bidang
lingkungan hidup.

Pasal 6

Untuk ‘melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam
Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksa.naan
kegiatan UPT; -

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT dengan unlt'
kerja terkait;

c. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan
sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau
TPS3R; '

d. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutah |
- sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan TPS3R ke -
TPA dan/atau TPST;

e. Pelaksanaan pengolahan = sampah  (pemadatan,
pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah
menjadi sumber energi);

f. Pelaksanaan pemrosesan - akhir sampah
(penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan
lindi, penanganan gas);

g. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya

) dukung  infrastruktur  (fasilitas dasar, fasilitas

perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasmtas .

penunjang) TPS, TPS3R, TPA da.n/ atau TPST; '

h. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya

dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan
pengolahan dan pemrosesan akh1r



i. Pelaksanaan - pemeliharaan infrastruktur dan sarana
- pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan
pemrosesan akhir TPST/TPA;

pelaksanaan administrasi UPT; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
terkait dengan tugas dan fungsmya

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a mempunyai tugas memimpin, membina,
mengoordinasikan, = memfasilitasi, menyelenggarakan,
mengawasi dan mengendalikan kegiatan penanganan sampah
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 4 ayat (1} huruf b berkedudukan di bawah Kepala
UPT.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian
Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) melaksanakan tugas dalam pelayanan administratif
UPT.

s
]

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPT;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Subbagian
Tata Usaha UPT;

c. penyelenggaraan tugas dan pelayanan administratif
meliputi pengelolaan administrasi  kepegawaian,
pengelolaan aset, penyusunan program, evaluasi dan
pelaporan, pengelolaan keuangan, rumah tangga,
kearsipan, tata persuratan, kehumasan, organisasi dan
tatalaksana dan urusan umum lainnya.

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat {1} huruf ¢ mempunyai tugas melaksamakan
sebagian tugas teknis tertentu pada UPT sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilannya.

Pasal 12

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil
dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional
berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi



“tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan
bertanggun'awab kepada Kepala UPT.

(3) Jenis Jabatan fungsional dan jumlah pcmegang Jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan
kebutuhan melahii analisis jabatan.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian _Kesatu
‘Tata Kerja
Pasal 13

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang
dipimpinnya. |

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan
sistem pengendalian internal. |

{3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin,
mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

{(4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di
bawahnya.

(5) Kepala UPT dapat menunjuk koordinator sesuai dengan
kebutuhan guna kelancaran tugas melalui Surat
Keputusan Kepala Dinas. '

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 14

(1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan
tepat waktu kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan akuntabilitas
kinerja instansi kepada Kepala Dinas tepat waktu yang
disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang
berlaku.

(3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib
mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan
sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-
waktu dan. tepat waktu kepada atasan masing-masing
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib
memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari
bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi -



dan bahan pertlmbangan dalam membenkan kebljakanj :
ke:ja bagl bawahan. : _

| BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

:Pemblayaan untuk meﬁdukung keglatan UPT dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan_ -

- .ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

' (1) Kepala UPT dlangkat dan diberhentikan oleh Wahkota dari
' PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
peraturan perundang—undangan '
(2)- Kepala UPT, Kepala Subbagian, pegawal pada Jabatan '
fungsional dan jabatan . pelaksana diangkat dan -
-diberhentikan oleh pejabat yang. berwenang dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan :
_ - peraturan perundang—undangan yang berlaku. ' '
' (3) Pengangkatan dalam - Jabatan Pengawas, : Jabatan'
Fungsional dan Jabatan Pelaksana harus memperhaukan N
syarat jabatan dan kompetensi - Jabatan sesuai peraturan.
~-perundang-undangan. - 8
(4) Syarat _]abata.n untuk tlap Jabatan Pengawas, Jabatan .
- Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan
Peraturan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja
yang bertanggung jawab di bidang orgamsas1

- (5) Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh personil yang_

- memiliki latar belakang pend1d1kan di bidang administrasi
dan/atau memiliki kemampuan, pengetahua.n dan
pengalaman Kkerja di bidang administrasi. -

{6} Dalam rangka pembinaan dan pengembangan kaner'
- . pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam
‘suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.

(7) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan
-analisis beban ker_]a dengan memperhaukan sifat dan jenis
pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan
yang tersedia. '

(8) Formasi sebagaimana dimaksud. pada ayat (7} sct1ap tahun
dztetapkan oleh Walikota. ' '

BABIX
JABATAN
Pasal 17

(1) Kepala UPT merupakan _]abatan struktural eselon IVa atau
jabatan pengawas.

' (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan _ _]abatan
struktural eselon IVb atau Jabatan pengawas ' _



(3) Staf Pelaksana pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan merupakan Jabatan
Pelaksana. .

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

(1) Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerjasama
yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta
memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang
dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di
bidang organisasi.

(2) Evaluasi kinerja UPT dilakukan setiap tahun sekali di
bawah koordinasi Kepala Dinas yang- secara teknis
operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung
jawab di bidang evaluasi den pelaparan kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

{3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi chala UPT

menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing
berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

(4} Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan UPT, maka
unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi
berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap
pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling)
secara periodik. -

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh PNS
beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UPT
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Kebersihan dan
Perumahan Kota Singkawang tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan diangkatnya - pejabat baru
berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XIiI
KETENTUAN PENUTUP:
Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan
Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas
Kebersihan dan Perutnahan Kota Singkawang {Berita Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. _
| ~ Pasal 21 |
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. '



Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Singkawang, '

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 Maret 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 19 Maret 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
o ttd :
BUJANG SYUKRIE

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004
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